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Perkembangan ekonomi yang semakin berkembang pesat menimbulkan berbagai
macam variasi produksi makanan industri rumah tangga, karena hal tersebut dalam proses
produksinya harus diperhatikan sehingga memenuhi standar dengan mendaftarkan produk
tersebut ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan izin edar dan label P-IRT sebagai jaminan
kepada masyarakat selaku konsumen. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan
mendeskripsikan perlindungan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dalam
mengawasi produk makanan yang diproduksi oleh industri rumah tangga yang beredar serta
mengetahui dan mendeskripsikan peran Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terhadap kerugian
yang timbul pada konsumen dari produk industri rumah tangga yang beredar di pasar. Metode
penelitian  : (1) jenis penelitian ini yaitu kualitatif, (2) pendekatan penelitian yang digunakan
hukum empiris, (3) data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian
bahwa : (1) peran Dinas Kesehatan menjadi pengawas mendapat hambatan karena konsumen
yang tidak mendapat informasi tentang P-IRT dari pemerintah sehingga konsumen
mengabaikan label P-IRT, serta produsen yang kurang sadar akan kewajiban serta tanggung
jawabnya dalam menjual produk makanan sehingga tidak mengikuti aturan yang berlaku dan
merugikan konsumen. (2) upaya perlindungan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota
Bengkulu yaitu melakukan pemeriksaan langsung ke tempat produksi guna melindungi
konsumen dari kecurangan para pelaku usaha.
Kata kunci : Perlindungan Konsumen, P-IRT, Dinas Kesehatan
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ABSTRACK
The rapid development of the economy has raises to a wide variety of home industry
food production, because that must be noticed in its production process so that it meets the
standards by registering the product to the Health Office to obtain marketing authorization
and P-IRT label as a guarantee to the society as consumers. The purpose of this study was to
find out and description the protection provided by the Bengkulu city health office in
supervising out standing food products produced by home industry the circulate as well as
knowing and description the role of the Bengkulu city health office against losses arising to
consumers from of household industrial products circulating in the market. Research
methods : (1) this type of research is qualitative, (2) research approach used empirical law,
(3) research data namely primary data and secondary data. The results of the study this is :
(1) the role of the health office become supervisors is hampered because consumers who are
not informed about P-IRT from the government so consumers ignore the P-IRT label, and
producers who are less aware of their obligations and respon siblities is selling food
products so do not follow the rules that apply and harm consumers. (2) protection efforts
gived by the Bengkulu city health office namely conducting checks directly into the
production site to protect consumers from fraudulent business actors.




Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang
perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai
variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan
globalisasi yang didukung dengan kemajuan teknologi telekomunikasi
kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa. Akibat
barang atau jasa yang ditawarkan bervariasi yang dihasilkan oleh para
produsen baik industri besar maupun industri yang kecil sekalipun yang
lebih dikenal, produk rumah tangga (home industry).
Produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga salah satunya
yaitu makanan. Walaupun produksi rumah tangga makanan atau minuman
harus berdasarkan pada standar persyaratan kesehatan, agar tidak
membahayakan konsumen. Makanan produksi rumah tangga ini biasa
dijual diwarung atau dipasar tradisional, sebagian produk tersebut tidak
mencantumkan tanggal kadaluwarsa yang mencantumkan berupa tanggal,
bulan, dan tahun produk tersebut, kegiatan yang berhubungan dengan
ekonomi menurut Candra Irawan bahwa kegiatan ekonomi yang selalu
berorientasi pada keuntungan cenderung menghalalkan berbagai cara
untuk memaksimalkan keuntungan materi, misalnya eksploitasi sumber
daya berlebihan, menjual produk-produk yang merugikan kesehatan
2konsumen,1 karena hal tersebut pemerintah melindungi masyarakat selaku
konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan  dengan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 sebagai bentuk menghargai
hak-hak konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas,
aman untuk di konsumsi mengikuti standar yang berlaku.
Standar yang harus dilakukan oleh pengusaha industri rumah
tangga dengan mendaftarkan produk yang dihasilkan ke Dinas kesehatan
dan BPOM sehingga memiliki surat izin edar sebagai bentuk jaminan
kepada konsumen akan keamanan terhadap produk yang dikonsumsi,
selain itu pencantuman tanggal kadaluwarsa pada produk, diatur dalam
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik
Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Pedoman
Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga bahwa
pangan produksi IRTP atau P-IRT adalah panganan olahan hasil produksi
Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran.2 Kode
pendaftaran P-IRT menandakan produk hasil olahan rumahan atau industri
rumahan dan menjualnya secara bebas tersebut aman dan dalam
pengawasan pemerintah.
1 Candra Irawan, Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia, Penerbit Cv
Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm 15
2 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor
HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012, Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga.
3Industri rumah tangga yang ada di Kota Bengkulu ditemui banyak
tidak memiliki izin dan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan
label P-IRT di produknya dan dijual secara bebas, fenomena tersebut
menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak
seimbang, konsumen berada pada posisi yang lemah, karena konsumen
menjadi objek aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang
melalui cara promosi dan cara penjualan yang memungkinkan konsumen
besar. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 Hak-hak
konsumen disebutkan sebagai berikut :
a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atau barang
dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.3
Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati
secara seksama, berdasarkan data dari Dinas kesehatan Kota Bengkulu
dari 1.190 industri rumah tangga, 60% diantaranya belum mendapatkan
3 Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
4izin dari Dinas kesehatan dan tanpa label P-IRT,4 dan menurut data yang
dikeluarkan oleh DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) produk industri rumah tangga yang ada di Kota
Bengkulu selama tahun 2017 sejumlah 80 P-IRT yang terdaftar, pada
tahun 2018 sejumlah 94 P-IRT, dan pada tahun 2019 dari data bulan
Januari dan Februari ada 27 P-IRT.5
Pemasaran produk rumah tangga oleh pemilik usaha di Kota
Bengkulu kepasar tradisional dan dijualkan diwarung-warung kecil ini
murah dan mudah untuk didapatkan masyarakat tanpa diketahui produk
tersebut tidak mencantumkan label P-IRT, seperti kasus produk industri
rumah tangga yang dijual di Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai
Serut Kota Bengkulu secara bebas menjual produk makanan kue tat tanpa
pencantuman tanggal kadaluwarsa serta label P-IRT, dan industri kerupuk
basreng yang menjual secara bebas produk makanan tersebut di Kelurahan
Jembatan Kecil Jalan Rinjani tanpa label tanggal kadaluwarsa dan label P-
IRT dan izin dari BPOM, kemudian ditemukan pula kasus bahwa makanan
donat yang beredar tidak memenuhi standar kesehatan dari segi komposisi
bahan dan cara pengolahannya yang mengakibatkan belasan anak-anak di
Kota Bengkulu6 mengalami kondisi mual, muntah, dan perut yang terasa
sakit karena dalam memproduksi makanan tersebut tidak memenuhi
standar dari Dinas kesehatan dengan pencantuman tanggal kadaluwarsa,
4 http://RBNews.co.id/60-persen-industri-rumah-tangga-kota-bengkulu-belum-kantongi-
izin/
5 Data yang dikeluarkan oleh DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu) Kota Bengkulu pada tanggal 20 Februari 2019, jam 14.15 WIB.
6 http://www.bengkulunews.co.id/belasan-bocah-sd-diduga-keracunan-makanan/
5komposisi bahan makanan, serta izin P-IRT sebagai jaminan perlindungan
bagi konsumen yang mengkonsumsi makanan tersebut.
Berdasarkan pemaparan diatas bahwa perlunya perhatian lebih jauh
yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Pemerintah untuk mengawasi
produk industri rumah tangga yang beredar guna melindungi konsumen,
maka penulis tertarik menganalisis dalam bentuk skripsi dengan penelitian
yang berjudul “PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG
DILAKUKAN OLEH DINAS KESEHATAN DALAM
PENGAWASAN PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH
TANGGA YANG BEREDAR DI KOTA BENGKULU”.
B. Identifikasi Masalah
1. Bagaimana perlindungan konsumen yang dilakukan oleh   Dinas
Kesehatan Kota Bengkulu dalam pengawasan terhadap produk
makanan industri rumah tangga tanpa izin yang beredar di Kota
Bengkulu ?
2. Bagaimana peranan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terhadap kerugian
yang timbul pada konsumen akibat produk industri rumah tangga
tanpa izin ?
6C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perlindungan yang
diberikan oleh Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dalam mengawasi
produk makanan yang di produksi oleh industri rumah tangga  yang
beredar.
b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan peranan Dinas Kesehatan
Kota Bengkulu terhadap kerugian yang timbul pada konsumen dari
produk industri rumah tangga yang beredar.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Penelitian secara teoritis untuk mendukung perkembangan
dan pengetahuan ilmu Hukum umum, dan hasil penelitian ini




Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan
pengalaman dalam bidang penelitian mengenai pelaksanaan
perlindungan konsumen di Kota Bengkulu untuk lebih tegas
dalam mengawasi dan memberikan sanksi terhadap pelaku
7usaha industri rumahan yang tidak mengikuti aturan yang
berlaku.
2) Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan
tambahan referensi bagi pihak masyarakat dan lembaga
perindustrian mengenai hak konsumen yang telah diatur dalam




1. Hukum Perlindungan Konsumen
Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan konsumen, Perlindungan Konsumen
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.7
Hukum perlindungan konsumen menyangkut aturan-aturan
guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku
konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha
juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan,
masing-masing ada hak dan kewajiban, pemerintah berperan
mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem
yang kondusif saling berkaitan satu dengan lainnya dengan
7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
8demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat
tercapai.8
2. Konsumen
Konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer
(Inggris-Amerikan) atau consument/konsument dalam posisi mana
berada. Secara harfiah arti kata consumer yaitu “(lawan dari
produsen) setiap orang yang menggunakan barang”. Tujuan
pengunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen
kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus bahasa
Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai “pemakai
atau konsumen”.9
3. Pelaku Usaha
Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan kosumen memakai istilah pelaku usaha. Istilah ini
memiliki abstrak yang tinggi karena dapat mencangkup bebagia
istilah seperti produsen , pengusaha, pedagang, eksportir, importer,
penjual, pedagang eceran, pembuat barang-barang jadi atau
pabrikan, penyedia jasa,  perajin.
4. Industri Rumah Tangga
Menurut Badan Pusat Statistik industri merupakan kegiatan
ekonomi yang bersifat produktif yang melakukan kegiatan
8 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta,
2009, hlm. 1
9 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta,
2001.hlm. 3
9mengubah suatu barang dasar mekanis, kimia, atau dengan tangan
sehingga menjadi barang setengah jadi dan barang jadi, kemudian
barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih nilainya
dan sifatnya lebih kepada pemakaian akhir.
Industri menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014
Pasal 1 ayat 2 adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi
yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber
daya industri sehingga menghasilkan barang yang
mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi,
termasuk jasa industri,10 yang mana industri rumah tangga
hanya memiliki 1-5 pekerja.
5. Dinas Kesehatan
Dinas kesehatan adalah satuan kerja pemerintahan daerah
yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam bidang kesehatan.11
b. Kerangka Teori
1. Teori Perlindungan Hukum
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
pada Pasal 1 ayat 4, Perlindungan Hukum adalah segala
upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada
korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat,
lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau
pihak lainnya.12
Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah
adanya upaya melindungi kepentingan hukum seseorang dengan
cara menglokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan
10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 Butir
3
12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT
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kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban
selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai
hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan
atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka
tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut
yang dinamakan perlindungan hukum.
2. Teori Penegakan Hukum
Hukum dan penegakan hukum merupakan satu kesatuan
yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secra
sinergi, isi hukum yang termuat dalam berbagi peraturan
perundangan tidak akan berjalan tanpa di dukung dengan sistem
hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum sangat di pengaruhi
oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga
dampak positif dan negatifnya. sangat bergantung terhadap
substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.13
Substansi hukum merupakan keseluruhan badan, norma
hukum dan aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis,
termasuk institusi seberti Badan Pengawasan Obat Dan Makanan
yang mengawasi dan mengeluarkan aturan unntuk produksi
13 Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Raja
grafindo, Jakarta, 1983, hlm.5
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makanan dan Undang-undang konsumen yang mengatur produsen
agar tidak merugikan konsumen.
3. Teori Fungsional
Kata fungsional adalah penjelasan tentang sesuatu
mengenai fungsi dan kegunaannya. Fungsi mengandung kata
kegunaan dimana sesuatu itu berfungsi atau tidak, sebagai contoh
Dinas Kesehatan ini berfungsi penyelenggaraan bidang urusan
kesehatan meliputi regulasi dan kebijakan kesehatan, bina
pelayanan kesehatan, bina penyehatan lingkungan dan pencegahan
penyakit, serta sumber daya kesehatan.
4. Teori Tanggung Jawab
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung
jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau
terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan
sebagainya).14 Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu
keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah
diwajibkan kepadanya. Menurut hukum perdata
pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan
dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban
atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan
pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault) yang
dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlah
14 Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Apollo, Surabaya, 1997, hlm.576.
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(strick liability). Prinsip dasar tanggung jawab atas dasar kesalahan
mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena
ia melakukan kesalahan yang merugikan orang lain.
Secara umum, tanggung jawab pelaku usaha yang
merugikan konsumen mempunyai beberapa prinsip-prinsip hukum
yang dibedakan sebagai berikut:
1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan.
2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab
3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak
5. Tanggung Jawab Dengan Pembatasan.15
Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of
liability principle) sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk
dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar
yang dibuatnya.16 Secara umum prinsip tanggung jawab ini sangat
merugikan konsumen bila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku
usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen seharusnya tidak boleh secara sepihak
menentukan klausula yang merugikan konsumen, termasuk
membatasi maksimal tanggung jawabnya. Jika ada pembatasan,
15 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2000,
hlm. 59.
16 Ibid, hlm 65.
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mutlak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan
yang jelas.
Teori tanggung jawab hukum, yang dalam bahasa inggris
disebut dengan the theory of legal libitity, dalam bahasa Belanda
nya, disebut de theorie van wellelijke aansprakelinjkheid,
sedangkan dalam bahasa Jerman nya, disebut dengan die theorie
der hafting, merupakan teori yang menganalilisis tentang
melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan
kerugian atau cacat, atau matinya orang lain17. Pengertian tanggung
jawab secara rinci disajikan sebagai berikut ini. Algra,dkk.
Mengartikan tanggung jawab atau verantwoorelijkheid adalah
‘‘kewajiban memikul pertanggung jawaban dan memikul kerugian
yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun dalam
bidang administrasi’’
E. Keaslian Penelitian
Penelitian dengan judul Bentuk Perlindungan Konsumen Yang
Dilaukan Oleh Dinas Kesehatan Terhadap Produk Makanan Indutri
Rumah Tangga Yang Beredar Di Kota Bengkulu ini belum pernah ditulis
dan diteliti oleh orang lain jadi penelitian ini baru pertama kali ditulis dan
diteliti oleh penulis berdasarkan penelusuran melalui Perpustakaan
17 Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Disertasi Dan
Tesis, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2014,hlm 207.
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Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Fakultas Hukum Universitas lain.
Akan tetapi ada karya ilmiah yang dijadikan referensi antara lain :
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18 Meida Liesdiana, Pelaksanaan Pengawasan Oleh Balai Pengawasan Obat dan
Makanan (BPOM) Terhadap Penjualan Produk Kosmetik Ilegal Dalam Upaya Perlindungan
Konsumen Di Kota Bengkulu, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2006.
19 Risa Mayasari, Produk Home Industry Tanggal Kadaluwarsa Implikasinya Terhadap
Pelaku Ekonomi dan Perlindungan Konsumen (Studi Pada Home Industry Kecamatan Sekicau
Kabupaten Lampung Barat), Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung, Lampung Barat, 2017
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perlindungan konsumen pada





Adapun perbedaan dengan penelitian yang terdahulu yaitu pada
penelitian Meida Liesdiana, penelitian terdahulu meneliti bagaimana
perlindungan konsumen yang di laksanakan oleh Badan Pengawasan Obat
dan Makanan (BPOM) terhadap penjualan kosmetik ilegal dan bagaimana
bentuk perlindungan konsumen pengguna kosmetik ilegal tersebut serta
sanksi hukum bagi pelaku yang menjual kosmetik ilegal.
Perbedaan dengan penelitiaan yang terdahulu yaitu pada penelitian
Risa Mayasari, meneliti bagaimana dampak produk industri rumah tangga
tanpa tanggal kadaluwarsa serta bagaimana pandangan Islam terhadap




Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu
penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer.20 Data
20Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Penerbit Alfabeta Bandung,
2012, hlm, 53.
16
primer merupakan data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai
sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan judul Bentuk
Perlindungan Konsumen Yang Dilaukan Oleh Dinas Kesahatan
Terhadap Produk Makanan Indutri Rumah Tangga Yang Beredar Di
Kota Bengkulu.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian hukum empiris atau sosiologis ini penulis
menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian yang
menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis
merupakan studi hukum dalam tindakan (law in action), karena
penelitian ini menyangkut hubungan timbal balik antara hukum dan
lembaga-lembaga sosial lainnya dalam masyarakat.21
Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar
Penelitian Hukum menyatakan bahwa, suatu penelitian deskriptif
bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia,
keadaan atau gejala-gejala lainnya.22
Penelitian dengan pendekatan kualitatif bertujuan diarahkan
untuk memahami suatu fenomena produk makanan industri rumahan
tanpa izin edar yang terjadi di Kota Bengkulu. Metode dalam
rancangan penelitian kualitatif lebih pada penegasan dan penjelasan
21 M.Abdi, (et al), panduan penulisan tugas akhir untuk sarjana Hukum (S1), Fakultas
Hukum Universitas Bengkulu, 2014, hlm. 53-54.
22 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, UI Press, Jakarta,
1986, hlm.10.
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yang menunjukkan pada prosedur-prosedur umum kemetodean yang
akan digunakan.23
3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek
penelitian dengan ciri yang sama. Populasi dapat himpunan orang,
benda (hidup atau mati), gejala-gejala, tingkah laku, pasal
perundang-undangan, kasus-kasus hukum, waktu atau tempat, alat-
alat pengajaran, cara-cara dan sebagainya, dengan ciri dan sifat
yang sama.24 Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini,
yaitu Dinas Kesehatan di Kota Bengkulu dan seluruh Konsumen
industri rumah tangga di Kota Bengkulu.
b. Sampel
Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari
populasi. Sampel dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)
adalah “Sesuatu yang dipergunakan untuk menunjukkan sifat suatu
kelompok yang lebih besar atau bagian dari populasi statistik yang
cirinya dipelajari untuk memperoleh informasi seluruhnya”.25
Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan
metode sampling yaitu menggunakan cara snowball sampling.
Metode snowball sampling penarikan sampel berdasarkan
23 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2010, hlm.47.
24 Bambang Sunggono, Metodelogi Penelitian Hukum, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,
1997, hlm, 121.
25Safuan Alfandi, Kamus lengkap Bahasa Indonesia, Sendang Ilmu Solo, 2000, hlm.488.
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rekomendasi atau penunjukan dari sampel sebelumnya. Sampel
pertama yang diteliti ditentukan sendiri oleh peneliti dengan
mencari key informan (informan kunci) atau responden kunci yang
dianggap mengetahui tentang penelitian yang dilakukan.
Responden maupun informan berikutnya yang akan dijadikan
sampel tergantung rekomendasi yang diberikan oleh informan
kunci. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah :
1. Dinas Kesehatan Kota Bengkulu
2. 6 konsumen produk industri rumah tangga
3. 1 industri rumah tangga di Kecamatan Singaran Pati, yakni
basreng di Kelurahan Jemabatan Kecil dan 1 industri rumah
tangga di Kecamatan Ratu Agung di Kelurahan Kebun Tebeng
4. 2 industri rumah tangga di Kecamatan Sungai Serut, yakni kue
tat di Kelurahan Tanjung Agung dan Tanjung Jaya
5. 2 industri rumah tangga di Kecamatan Teluk Segara, yakni
puding di Kelurahan Kebun Ros dan Peyek Kacang di
Kelurahan Kebun Keling
6. 2 industri rumah tangga di Kecamatan Gading Cempaka, yakni
puding di Kelurahan Lingkar Barat dan Donat di Kelurahan
Padang Harapan
19
4. Data dan Sumber Data
a. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari
sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan
dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh
peneliti.26 Wawancara sebagai alat pengumpulan data dilakukan
dengan berpedoman pada daftar yang telah disusun sesuai dengan
permasalahan yang diteliti.
b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan
kepustakaan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang
bertujuan untuk mencari data berupa konsepsi, teori, pendapat,
pandangan, doktrin, dan asas hukum yang berhubungan erat
dengan pokok permasalahan yang diteliti. Untuk itu, semua
referensi yang bersifat umum maupun khusus digunakan dalam
penelitian kepustakaan. Referensi umum yaitu seperti kamus dan
buku-buku karya para sarjana, sedangkan referensi khusus seperti,
jurnal penelitian, laporan hasil penelitian dan majalah ilmiah.
5. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data
secara kuantitatif sebagai berikut :
26 Zainudin Ali, Metode penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.175.
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1. Studi dokumen
Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan
data yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang
relevan. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum itu sendiri
adalah studi terhadap dokumen-dokumen resmi dan peraturan
perundang-undangan.
2. Observasi/pengamatan
Metode pengumpulan data melalui observasi atau
pengamatan dapat dilakukan secara langsung dan tidak
langsung.27 Pada penelitin ini penulis menggunakan teknik
observasi secara langsung yaitu teknik pengumpulan data yang
dilakukan peneliti dengan pengamatan langsung atau tanpa alat
terhadap gejala-gejala subyek yang diteliti, baik dalam situasi
sebenarnya ataupun situasi buatan yang khusus diadakan.28
3. Wawancara
Wawancara dilakukan untuk mendaptkan keterangan-
keterangan lisan melalui tanya jawab antara peneliti dan orang
yang diteliti. Wawancara yang baik adalah orang yang
diwawancara tidak merasa diwawancara sehingga mampu
memberikan keterangan luas dan mendalam, pada saat
wawancara, peneliti memberi pertanyaan yang telah disusun
terlebih dahulu yang berkenaan dengan permasalahan
27Burhan Ashsofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm, 26.
28 M.Abdi, (et al), panduan penulisan tugas akhir untuk sarjana Hukum (S1), Fakultas
Hukum Universitas Bengkulu, 2014, hlm. 46.
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judul Bentuk Perlindungan Konsumen Yang Dilakukan Oleh
Dinas Kesehatan Terhadap Produk Makanan Indutri Rumah
Tangga Yang Beredar Di Kota Bengkulu.
6. Pengolahan Data
Pengolahan data yang dimaksud yaitu setelah data diperoleh
baik data primer maupun data sekunder, kemudian data tersebut di olah
sesuai dengan kebutuhan apa yang menjadi pokok pembahasan
penelitian ini, yang kemudian data tersebut diklarifikasikan hasil pada
sub bab dengan penggunaan dalam penelitian, seperti pengelompokkan
pada sub bab tertentu. Maka berkas-berkas catatan informasi akan
meneliti kembali catatan untuk mengetahui apakah catatan itu cukup
baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.29
Aktifitas ini dikenal dengan proses editing data (dalam
membetulkan) yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh data
apakah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.30
Selanjutnya data dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasikan serta
disusun secara sistematis sesuai dengan pokok-pokok permasalahan
yang ada.
Proses analisis data merupakan suatu proses pemikiran data
secara mendalam, guna memperoleh gambaran yang jelas dalam
memberikan, penyajian, dan menyimpulkan data, maka dalam
29Bambang Sunggono, Metodelogi penelitian Hukum, Rajawali pers, Jakarta, 2015,hlm.
126.
30 Ronny Hanitjo Soemiro, Metodelogi penelitian Hukum, Ghalia Indonesia , Jakarta,
1982, hlm. 80.
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penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu
suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan
suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.
Metode analisis yuridis kualitatif adalah analisi data yang
dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan
kerangka berfikir indukatif atau dedukatif.
Penggunaan metode menggambarkan pada adanya usaha
mengenai seluruh data sesuai dengan pedoman rumusan masalah
sebagai satu kesatuan dan tidak dianalisis secara terpisah, sedangkan
pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis empiris.
7. Analisis Data
Proses analisis data merupakan suatu proses penelaahan data
secara mendalam, guna memperoleh gambaran yang jelas dalam
memberikan, penyajian, dan menyimpulkan data, maka dalam
penelitian ini digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu
suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk mendiskripsikan
suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.
Metode analisis yuridis kualitatif yaitu analisi data yang dideskripsikan
dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan kerangka berfikir
indukatif atau dedukatif.
Penggunaan metode menggambarkan pada adanya usaha
mengenai seluruh data sesuai dengan pedoman rumusan masalah
23
sebagai satu kesatuan dan tidak dianalisis secara terpisah, sedangkan





A. Hukum Perlindungan Konsumen
Hukum perlindungan konsumen menyangkut aturan-aturan guna
mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen
saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai
hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak
dan kewajiban, pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan
mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu
dengan lainnya dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat
secara luas dapat tercapai.31
Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan konsumen, Perlindungan Konsumen
adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.32
Perlindungan Konsumen yang dimaksud didalam Undang-undang
yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberi perlindungan kepada konsumen.33 Az Nasution berpendapat
bahwa Hukum perlindungan Konsumen memuat asas-asas atau kaidah-
kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi
kepentingan konsumen, ini diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan
kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara
31 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta,
2009, hlm. 1
32 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
33 Zaeni Asyhdie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 193
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berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa
konsumen di dalam pergaulan hidup.34 Henry Campbell mengatakan
bahwa perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-
kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan
masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia
dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat.35
1. Asas Perlindungan Konsumen
Usaha memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen,
terdapat beberapa asas yang terkandung didalamnya. Perlindungan
konsumen dilakukan sebagai bentuk usaha bersama antara masyarakat
(konsumen), pelaku usaha dan pemerintah sebagai pembentuk
Peraturan Perundang-undang yang berkaitan dengan Perlindungan
konsumen, menurut Pasal 2 (dua), Undang-undang perlindungan
konsumen (UUPK) menyebutkan perlindungan konsumen
berasasakan keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan
konsumen serta kepastian hukum. Di dalam penjelasan Undang-
undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 2 menyebutkan
perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama
berdasarkan 5 asas yang (relevan) pembangunan nasional yaitu,
sebagai berikut :
34 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta,
2009, hlm. 13
35 Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), UB Press, Malang, 2011, hlm. 42
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a. Asas manfaat dimaksud untuk mengamanatkan bahwa segala
upaya dalam penyelenggaraan perlindungan kosumen harus
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan
konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
b. Asas keadilan dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat
Indonesia dapat diwujudkan secara maksimal dan memberi
kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk haknya
dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberi
keseimbangan kepentingan konsumen, pelaku usaha dan
pemerintah dalam arti materil maupun secara spiritual.
d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksud untuk
memberikan jaminan dan atas keamanan atau keselamatan
kepada konsumen dalam pengunaan, pemakaian, dan
pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau
digunakan.
e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha
maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan
dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara
menjamin kepastian hukum.
2. Tujuan Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen ini bertujuan dan sekaligus usaha yang
akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Tujuan
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perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara
berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan
konsumen ini meliputi atau mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan
dan penyelengaraan sistem perlindungan konsumen .36 Perlindungan
konsumen bertujuan untuk:
a. Meningkatkan kesadaran kemampuan dan kemandirian
konsumen untuk melindungi diri.
b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan
cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian
barang dan /atau jasa.
c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam
memilih, menetukan, dan menurut hak-haknya sebagai
konsumen.
d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang
mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan
informasi serta untuk mendapatkan informasi.
e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai
pentingnya pertumbuhan perlindungan kosumen
sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung
jawab dalam berusaha.
f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang
menjamin kelangsungan usaha produksi barang
36 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadi Media, Jakarta,
2001, Hlm.40
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dan/atau jasa, kesehatan, kenyaman, keamanan, dan
keselamatan.
B. Konsumen
Konsumen berasal dan alih bahasa dari kata consumer (Inggris-
Amerikan) atau consument/konsument dalam posisi mana berada. Secara
harfiah arti kata consumer yaitu “(lawan dari produsen) setiap orang yang
menggunakan barang”. Tujuan pengunaan barang atau jasa nanti
menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut.
Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer
sebagai “pemakai atau konsumen”.37 Black’s Law Dictionary
memberikan pengertian konsumen sebagai berikut Consumer is
individuals who purchase, use, maintain, and dispose of products and
services artinya konsumen merupakan mereka yang berperan sebagai
pembeli, pengguna, pemelihara, dan pembuat barang dan/atau jasa.38
Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dijelaskan pengertian konsumen adalah sebagai
berikut :
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau
jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan
diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain
dan tidak untuk diperdagangkan.
Kongres Internasional Organization of Consumer Unions (IOCU)
ke 14, sekarang bernama Consumer Internasional (CI), memandang
37 Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media,
Jakarta, 2001.hlm. 3
38 Kurniawan, Hukum Perlindungan Konsumen Problematika Kedudukan dan Kekuatan
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), UB Press, Malang, 2011, hlm. 30
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perlu menindaklanjuti rekomendasi resolusi PBB Nomor 39/248 Tahun
1985 tentang perlunya perlindungan konsumen  melalui Undang-undang
Nasional Negara masing-masing. Dalam merespon dinamika globalisasi
serta rekomendasi masyarakat dan organisasi Internasional, Pemerintah
dengan persetujuan DPR telah mengundangkan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
1. Hak Konsumen :
Konsumen  memiliki hak dan kewajiban yang di jelaskan
dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
yaitu :39
1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan atau jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan jasa
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas
barang dan atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan
upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen
secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan
konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapat kopensasi, ganti rugi dan atau
penggantian, apabila barang dan atau jasa yang
diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak
sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.
2. Kewajiban Konsumen :
Pasal 5 dijelaskan bahwa ada 4 kewajiban terhadap
konsumen yaitu :40
39 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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1. Membaca atau mengikuti petunjuk atau informasi dan
prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan
atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian
barang dan atau  jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa
perlindungan konsumen secara patut.
C. Pelaku Usaha
Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan kosumen memakai istilah pelaku usaha. Istilah ini memiliki
abstrak yang tinggi karena dapat mencakup berbagai istilah seperti
produsen , pengusaha, pedagang, eksportir, importer, penjual, pedagang
eceran, pembuat barang-barang jadi atau pabrikan, penyedia jasa,
perajin, siapa pun yang menjalani suatau usaha di bidang
perekonomian.41 Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Perlindungan
Konsumen, menjelaskan tentang pengertian atau definisi dari pelaku
usaha yaitu:42
Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan
usaha, baik yang bebentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau
melakukan kegiatan dalm wilayah hukum Negara Republik
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbgai
bidang ekonomi.
Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi pelaku usaha dan
sebagai keseimbangan atas hak-hak yang di berikan kepada konsumen
dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha yakni :
40 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
41 Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Unila,
Lampung, 2007.hlm. 57
42 Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen
31
1. Hak Pelaku Usaha
Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
dicantumkan hak pelaku usaha yaitu :
1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang
dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari
tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di
dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti
secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak
diakibatkan oleh barang dan/jasa yang
diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.
2. Kewajiban Pelaku Usaha
Sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah
disebutkan dalam uraian di atas, maka  kepada para pelaku
usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban menurut,
Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa:
1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur
mengenai kodisi dan jaminan barang dan/atau jasa
serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melanyani konsumen secara
benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang mutu barang dan/atau jasa
yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan
ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang
berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen utuk
menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa
tertentu serta membri jaminan dan/atau garansi atau
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian apabila barang dan/atau jasa yang
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diterima atau dimanfaatkan  tidak sesuai dengan
perjanjian.
D. Industri Rumah Tangga
Menurut Badan Pusat Statistik industri merupakan kegiatan
ekonomi yang bersifat produktif yang melakukan kegiatan mengubah
suatu barang dasar mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi
barang setengah jadi dan barang jadi, kemudian barang yang kurang
nilainya menjadi barang yang lebih nilainya dan sifatnya lebih kepada
pemakaian akhir. Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 1
ayat 2 :
Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang
mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya
industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai
nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa
industri,43 yang mana industri rumah tangga hanya
memiliki 1-5 pekerja.
Industri rumah tangga masuk dalam klasifikasi industri
berdasarkan tenaga kerja, karena industri ini menggunakan tenaga kerja
kurang dari 4 orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat
terbatas, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga, dan pemiliki atau
pengelola industri biasanya kepala rumah tangga itu sendiri atau anggota
keluarganya. Misalnya: industri anyaman, industri makanan ringan, dll.
Menurut Keputusan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor:
HK.00.05.1639 tentang pedoman cara produksi pangan yang baik untuk
industri rumah tangga (CPPB-IRT) menerangkan bahwa:
43 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian
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“Industri rumah tangga (disingkat IRT) adalah perusahaan
pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal
dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi
otomatis”.
E. Dinas Kesehatan
Dinas kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di
bidang kesehatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Walikota melalui sekretaris daerah. Dinas kesehatan mempunyai
tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan
berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan Dinas Kesehatan
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
bidang kesehatan
c. Pembinaan dan fasilitasi bidang kesehatan lingkup Kota
d. Pelaksanaan tugas di bidang kemitraan dan promosi kesehatan,
pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, upaya
kesehatan  masyarakat, rujukan,  keluarga, dan gizi dan sumber
daya kesehatan
e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan
f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
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Dinas kesehatan adalah satuan kerja pemerintahan daerah yang
bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
bidang kesehatan.44 merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
dibidang kesehatan dinas ini dipimpin oleh kepala dinas yang
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui
sekretaris daerah, untuk membantu walikota melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah
dinas ini memiliki tanggung jawab tentang kesehatan didaerah tersebut.
F. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG)
Dinas perindustrian dan perdagangan merupakan pelaksana urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perdagangan
dan perizinan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
perindustrian serta tugas pembantuan. Dinas perindustrian dan
perdagangan bukan pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala
dinas yang bertanggung jawab di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah.
Dinas perindustrian dan perdagangan Kota Bengkulu adalah unsur
pelaksana teknis pemerintah kota Bengkulu yang dibentuk berdasarkan
peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 26 Tahun 2000 sebagaimana
telah dirubah dengan peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun
2008 sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 41 Tahun 2007, dimana dalam
pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota Bengkulu.
44 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Pasal 1 Butir
3
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Tugas pokok dinas perindustrian dan perdagangan Kota Bengkulu
mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah
dalam bidang perindustrian, perdagangan dan pasar. Fungsinya dalam
melaksanakan tugas tersebut diatas dinas perindustrian dan perdagangan
Kota Bengkulu mempunyai fungsi:45
a. Pemahaman peraturan perundang-undangan dan ketentuan
lainnya yang diperlukan untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas.
b. Perumusan program kerja dinas sebagai pedoman kerja.
c. Pembagian tugas kepada bawahan dilingkungan dinas sesuai
dengan bidang tugas serta petunjuk dalam pelaksanaan kinerja.
d. Pengkoordinasian tugas di lingkungan intern unit sesuai dan
saling mendukung dalam pelaksanaan tugasnya.
e. Pelaksanaan semua ketentuan yang menjadi wewenang kepala
dinas dan mengkoordinasikan, mengendalikan dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan guna pemecahan
masalah dan tindak lanjut.
f. Pengsinkroninasian rencana/program regional pembangunan
industri, perdagangan dan pasar secara terpadu berdasarkan
kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam
rangka pembinaan industri, perdagangan dan pasar serta
45 perindagkotabengkulu.blogspot.com
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perizinannya, menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
g. Pelaksanaan konsultas dan Pembina hubungan kerjasama
dengan pemerintah pusat, instansi vertikal lainnya serta
asosiasi/lembaga-lembaga lainnya.
h. Pengkoordinasian dan melaksanakan bimbingan usaha,
perbaikan dan peningkatan mutu barang dan jasa dalam rangka
pemasaran dalam negeri dan eksport.
i. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan pengendalian
teknis kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri,
perdagangan dan penataan sarana dan prasarana pasar dalam
lingkungan UPTD.
j. Pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan perkembangan
produksi, kebutuhan persedian dan harga-harga mata dagangan
serta sarana perdagangan didaerah yang termasuk dalam
lingkup tugas bidang industri, perdagangan dan pasar.
k. Pemberian pengarahan dan petunjuk kepada investor atau calon
investor tentang berbagai penerapan peraturan PMA/PMDM,
prosedur dan persyaratan dalam proses perusahaan pengajuan
izin usaha di bidang industri dan perdagangan.
l. Pemberian masukan dan usul serta saran dan pertimbangan
kepada Walikota dan pimpinan departemen baik dalam
penyusanan kebijaksanaan, pemecahan masalah maupun dalam
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rangka pembinaan yang berkaitan dengan pengembangan
bidang industri, perdagangan dan pasar.
m. Pengkordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas dinas
sebagai pertanggungjawaban.




PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG DILAKUKAN OLEH DINAS
KESEHATAN TERHADAP PRODUK MAKANAN INDUSTRI
RUMAH TANGGA YANG BEREDAR DI KOTA BENGKULU
A. Perlindungan Konsumen Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Di
Kota Bengkulu Terhadap Produk Makanan Industri Rumah Tangga
Tanpa Izin Edar
P-IRT atau Pangan Industri Rumah Tangga keamanannya
merupakan hal yang sangat penting, mengingat P-IRT tersebut dibuat
dengan alat yang semi otomatis sehingga memungkinkan keamanan P-IRT
tidak terjamin. Pengawasan keamanan P-IRT dilakukan oleh pemerintah
untuk mendapatkan pangan yang aman untuk dikonsumsi dan untuk
menjamin hak-hak konsumen. Tujuan perlindungan konsumen harus
dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  Konsumen, perlu dilakukan
pengawasan terhadap terselenggaranya perlindungan konsumen secara
memadai. Pengawasan perlindungan konsumen pertama-tama ditujukan
kepada produsen/pelaku usaha, dikarenakan produsen/pelaku usaha
tersebutlah yang bertanggung jawab atas terjaminnya makanan atau barang
yang diproduksi.
Kegiatan manajemen pengawasan atau pengendalian merupakan
aktivitas untuk menemukan dan mengkoreksi penyimpangan dari hasil
yang dicapai dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan.
Pengawasan, menurut Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo adalah cara untuk
mengetahui hasil yang telah dicapai, yaitu dengan membandingkan segala
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yang telah dijalankan dengan standar atau rencana serta melakukan
perbaikan bilamana terjadi penyimpangan.46 Setiap produk harus
distandarisasi berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, standarisasi
ini bertujuan untuk menekan angka cacat produk. Untuk menghindari
kemungkinan adanya cacat produk maka ditetapkan standarisasi minimal
yang harus dipedomani dalam memproduksi suatu barang. Suatu produk
dapat dikatakan cacat apabila produk itu rusak, atau desainnya tidak sesuai
dengan yang seharusnya, atau karena informasi yang menyertai produk
tidak sesuai. Sehingga kecacatan pada suatu produk dapat membahayakan
konsumen.47 Konteks perlindungan konsumen pengawasan mengandung
makna memastikan terselenggaranya perlindungan terhadap konsumen
yang lebih, melalui kepatuhan produsen-pelaku usaha melindungi
konsumen dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Hal ini berguna
sebagai jaminan kepada masyarakat selaku konsumen dalam menikmati
makanan yang diproduksi oleh produsen/pelaku usaha. Pengawasan
tersebut diharapkan pelaku usaha ikut serta dalam menciptakan iklim
usaha yang terjamin sehat. Lanjutnya adalah terselenggaranya sarana
prasarana produksi yang baik, terciptanya iklim usaha yang sehat, serta
terpenuhinya hak-hak konsumen, oleh karena itu pengawasan meliputi:
a. Diri pelaku usaha
b. Sarana dan prasarana produksi
c. Iklim usaha secara keseluruhan
46 Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, Pengantar Bisnis Modern (Pengantar Ekonomi
Perusahaan Modern), Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.122
47 Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi
Syariah, Pustaka Baru Press, Jakarta, 2018, hlm.82
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d. Konsumen
Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dirumuskan kewajiban pelaku
usaha adalah sebagai berikut:
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaan;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara
benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi
dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan
standar mutu barang dan/atau jasa;
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk
menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa
tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi alas
barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian
alas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan
pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian
apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau
dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Perlindungan Konsumen terbagi menjadi perlindungan hukum
secara preventif dan perlindungan hukum secara represif :
1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif merupakan upaya hukum
yang dilakukan Dinas Kesehatan. Menurut hasil wawancara kepada
Ibu Elensa,SKM bahwa pelaku usaha diwajibkan mendaftarkan
produk olahannya ke Dinas Kesehatan. Setelah didaftarkan Dinas
Kesehatan melakukan pemeriksaan ke tempat produksi yang
dilakukan 1 tahun 3 kali yakni pada sebelum Hari Raya Idul Fitri,
tahun baru dan menjelang Hari Natal sebagai bentuk untuk
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mencegah pelanggaran aturan yang berlaku yang dilakukan oleh
pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur
di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Konsumen. Dalam,
Pasal 8 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa pelaku usaha
dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang
dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan
standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-
IRT) adalah sebagai jaminan tertulis yang diberikan oleh
Pemerintah yakni Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan
terhadap produksi pangan industri rumah tangga yang memenuhi
persyaratan dan standar keamanan khusus dalam rangka produksi
dan peredaran produk makanan. SPP-IRT memiliki fungsi izin edar
secara legal produk makanan dipasarkan, baik dengan cara
dititipkan atau dijual langsung ke masyarakat luas. SPP-IRT hanya
dapat diajukan oleh pelaku usaha yang masih berskala rumah
tangga.
Pelaksanaan perlindungan terhadap keamanan produk P-
IRT yang merupakan produk makanan sebagai upaya perlindungan
konsumen terhadap label P-IRT, label tersebut dianggap sebagai
jaminan serta sumber informasi bagi konsumen. Berikut merupakan
contoh label sumber informasi bagi konsumen yang benar:
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Gambar.1 : Produk dengan izin P-IRT
Gambar diatas menunjukkan produk dengan izin edar label
P-IRT, produk tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
dalam izin edar produk makanan industri rumah tangga, izin P-IRT
disertai dengan pencantuman nama produk, pencantuman tanggal
kadaluwarsa, pencantuman komposisi bahan serta alamat serta
nomor telpon pelaku usaha. Sedangkan pada gambar.2
menunjukkan masih beredarnya produk makanan industri rumah
tangga tanpa izin edar label P-IRT serta keterangan lainnya
Gambar.2 : Produk tanpa izin P-IRT
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan
konsumen yang telah di olah dapat disimpulkan bahwa konsumen
tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang produk tersebut.
Konsumen membeli produk tersebut karena terpengaruh
banyaknya konsumen lain yang membeli produk tersebut, hal
tersebut menimbulkan kepercayaan bagi konsumen yang baru akan
membeli produk tersebut untuk membelinya. Konsumen tidak
melihat secara komposisi bahan, serta izin edar label P-IRT nya.
Konsumen banyak yang tidak mengetahui apa itu P-IRT dan
seberapa pentingnya label P-IRT tersebut, karena lemahnya
pengetahuan dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah kepada
masyarakat tentang perlindungan konsumen terhadap beredarnya
produk makanan tanpa izin edar tersebut. Konsumen menilai dari
harga yang murah, produk yang belum tentu enak, dan menjamin
kesehatan, kemudian menilai hanya dari ramai yang membeli
produk tersebut serta tempat menjual produk tersebut yang
bersih.48 Hal tersebut menimbulkan permasalahan dikemudian hari
yang mana pelaku usaha menjadi tidak perduli akan hal
perlindungan konsumen karena pemerintah dan konsumen itu
sendiri tidak mengetahui dan kurang mencari informasi pentingnya
label izin P-IRT bagi produk makanan industri rumah tangga yang
akan dipasarkan.
48 Wawancara dengan Konsumen, Senin 10 Juni 2019 Pukul 09.20 WIB
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2. Perlindungan Hukum Represif
Pelindungan hukum secara represif hasil wawancara kepada
Ibu Elensa,SKM bahwa setelah ditemukan ada industri rumah
tangga yang tidak memiliki izin edar akan diberikan surat teguran
dan apabila ditemukan pelanggaran atau laporan dari konsumen
akan produk yang dihasilkan tersebut Dinas Kesehatan akan
menindak dengan penarikan semua produk tersebut di pasaran dan
warung-warung hingga penutupan sementara industri rumah tangga
tersebut. Peran Dinas Kesehatan dalam hal setelah ditemukannya
industri rumah tangga yang tidak ingin menaati aturan tersebut
dengan sosialisasi secara berkala untuk mengurangi industri rumah
tangga tanpa izin edar dan label P-IRT untuk sama-sama menjamin
kesehatan serta kualitas dari produk makanan tersebut. Upaya
pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap
konsumen akibat dari pelaku usaha (home industry) yang
melakukan kecurangan, karena memproduksi makanan yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan,
Mutu, Gizi dan Pangan,
Pasal 47 ayat (2) bagi industri rumah tangga yang tidak
memiliki izin maka akan dikenakan sanksi meliputi :
a. Peringatan secara tertulis;
b. Larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau
perintah
c. Menarik produk pangan dari peredaran;
d. Pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan
kesehatan dan jiwa manusia;
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e. Penghentian produksi untuk sementara waktu;
f. Pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
g. Pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan
pendaftaran atau sertifikat produksi pangan industri
rumah tangga.
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
menegaskan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan
setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang
dimaksud yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Pasal
43 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi pangan mengamanatkan
pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib
memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-
IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan pedoman
pemberian SPP-IRT.
Pemberian Sertifikat tersebut bertujuan agar produk pangan
yang diedarkan di masyarakat luas mempunyai standar mutu,
keamanan agar makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Sistem
P-IRT jangka waktunya adalah 5 tahun, dan setelah 5 tahun maka
akan ada pembaharuan label P-IRT dan proses mendapatkan label
P-IRT tersebut harus mendaftar seperti awal dengan syarat-syarat
yang harus di bawa kembali, alasan dari pemberian nomor yang
baru dengan syarat pendaftaran seperti awal karena di dalam nomor
seri P-IRT tersebut terdapat jenis produk makanan dan tahun pada
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saat pendaftaran P-IRT, hal tersebut untuk kemudahan dalam
pemeriksaan setiap 5 tahun sekali produk-produk yang mana saja
yang masa berlaku P-IRT nya akan segera berakhir. Dengan
pembaruan nomor label P-IRT tersebut maka wajar dalam data
khusus P-IRT yang dikeluarkan oleh DPM-PTSP (Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) terdapat
dalam 1 nama industri rumah tanga tersebut memiliki 2-3 nomor
label P-IRT.49
Pelaksanaan perlindungan ini semakin ditingkatkan oleh Dinas
Kesehatan dengan visitasi langsung ke industri rumah tangga, berpedoman
kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2016 tentang standar dan pesyaratan kesehatan lingkungan kerja industri
dalam:
Pasal 1 bahwa Pengaturan standar dan persyaratan kesehatan
lingkungan kerja industri bertujuan untuk :
a. Mewujudkan kualitas lingkungan kerja industri yang
sehat dalam rangka menciptakan pekerja yang sehat dan
produktif;
b. Mencegah timbulnya gangguan kesehatan, penyakit
akibat kerja dan kecelakaan kerja;
c. Mencegah timbulnya pencemaran lingkungan akibat
kegiatan industri.
Setiap industri wajib memenuhi standar dan menerapkan
persyaratan kesehatan lingkungan kerja industri, baik industri besar
ataupun industri rumah tangga. Pemeriksaan setiap minggu pada awal
49 Data sekunder, Arsip DPM-PTSP Kota Bengkulu, diambil pada Senin, 4 Maret 2019
pukul 14.00 WIB, di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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pengurusan izin P-IRT dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk
memantau dan memeriksan sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Permenkes :50
Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan cara :
a. Pengamatan, pengukuran, dan surveilans faktor fisik, kimia,
biologi, dan penanganan beban manual, serta indicator pajanan
biologi sesuai potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja;
b. Pemeriksaan, pengamatan, pengukuran, surveilans, dan analisis
risiko pada media lingkungan
Artinya pemeriksaan baik kandungan bahan, lingkungan tempat
produksi makanan tersebut, alat-alat yang digunakan untuk memproduksi
makanan tersebut harus diperhatikan kehigienisannya, apabila hal-hal
tersebut belum memenuhi maka Dinas Kesehatan memberikan waktu
perbaikan, hingga semua terpenuhi standar maka LHP (Lembar Hasil
Pemeriksaan) bisa dikeluarkan untuk memproses izin edar serta pemberian
label P-IRT.51
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap
Produk Makanan Industri Rumah Tangga Di Kota Bengkulu
Industri rumah tangga dalam perkembangannya didukung bahan
baku yang hampir seluruhnya menggunakan bahan baku yang tersedia
didalam negeri, dipasarkan dalam negeri, dikonsumsi olehh masyarakat
secara luas dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi
masyarakat kecil dan menengah. Industri rumah tangga pangan merupakan
50 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Standar
dan Persyaratan Kesehatann Lingkungan Kerja Industri
51 Wawancara dengan Kepala Bidang Kefarmasian, Alkes, dan P-IRT Dinas Kesehatan
Kota Bengkulu, Ibu Elensa,SKM, Selasa 21 Mei 2019 Pukul 08.15 WIB, Di Kantor Dinas
Kesehatan Kota Bengkulu
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perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan
peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
Hasil wawancara di Dinas Perindustrian dan Pedagangan Kota
Bengkulu upaya kebijakan yang dilakukan secara terus menerus demi
meningkatkan perlindungan konsumen adalah dengan rutin dalam 1 tahun
pemeriksaan secara menyeluruh diberbagai toko atau pasar, menjaring
makanan yang telah mendekati masa kadaluwarsa, makanan tanpa izin
edar dan label P-IRT. Dari hasil pemeriksaan langsung masih ada beberapa
produk makanan yang tanpa izin edar, mendekati masa kadaluwarsa dan
label P-IRT, didapati makanan tersebut bukanlah hasil produk makanan
industri rumah tangga yang ada di Provinsi Bengkulu, melainkan
makanan-makanan kemasan yang dikirim dari luar daerah seperti Jakarta
dan Palembang, hal ini tentu menjadi perhatian yang sangat penting bagi
Dinas Kesehatan, BPOM, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Dalam 1 tahun akan ada secara besar-besaran pemeriksaan ke toko-toko
dan pasaran, dan akan dilakukan pula menarikan untuk produk makanan
yang tidak lagi memenuhi kriteria sesuai dengan aturan yang berlaku.52
Berdasarkan hasil wawancara pada saat penelitian dari 1.190
industri rumah tangga 60% diantaranya belum mendapatkan izin dari
Dinas kesehatan, 40% sisanya dinyatakan oleh narasumber bahwa terbagi
kedalam 3 kategori yakni, masih pada proses pembinaan, proses
52 Wawancara dengan KASI Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian
dan Perdagangan Kota Bengkulu, Bapak Salmon Sukiat,SE, Selasa 21 Mei 2019 Pukul 10.00
WIB, Di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu
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didaftarkan dan masih dalam proses penyuluhan dan sosialisasi, dan
sebagian lagi tidak mendaftarkan sama sekali.
Pelaksanaan aturan tersebut terdapat faktor penghambat yang
menyebabkan tidak terlaksananya perlindungan konsumen secara tepat di
Kota Bengkulu yang mana masih terdapat beberapa produk makanan
olahan industri rumah tangga tanpa izin edar dan label P-IRT masih
beredar di pasaran di Kota Bengkulu.
1. Penghambat bagi para produsen atau pelaku usaha karena
merasa proses yang akan dijalankan untuk mendapatkan izin
serta label P-IRT sangat panjang dan rumit, dari proses
pendaftaran dengan semua syarat-syarat sesuai dengan aturan
yang berlaku hingga pemeriksaan terhadap produk yang dijual
serta harus mengikuti proses pelatihan terlebih dahulu untuk
memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan
gunanya sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan izin P-
IRT. Pelaku usaha merasa hal tersebut sangat panjang dan
membuang-buang waktu untuk memperdagangkan produknya
serta biaya yang akan dikeluarkan untuk hal tersebut.
Kurangnya informasi mengenai pentingnya P-IRT bagi para
pelaku usaha industri rumah tangga dan tempat untuk
mendapatkan P-IRT, hal tersebut yang mendorong produsen
untuk tidak mendaftarkan produk makanan industri rumah
tangga.
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2. Bagi konsumen penghambat pelaksanaan perlindungan
konsumen itu sendiri karena konsumen tidak sadar serta
kurangnya informasi yang dimiliki tentang perlindungan
konsumen. Lemahnya kedudukan konsumen akibat tingkat
pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen terhadap hak-hak
dan kewajibannya sebagai konsumen. Konsumen dituntut
untuk menjadi konsumen yang cerdas dalam menentukan
pilihannya terhadap produk pangan, sehingga kerugian yang
dialami oleh konsumen diperkecil. Konsumen memiliki hak-
hak yang wajib untuk dipenuhi oleh pelaku usaha, terutama
berkaitan dengan produk pangan. Berkaitan dengan hal tersebut
konsumen yang paling pokok, berdasarkan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:
Pasal 4 huruf (a) ialah hak atas kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
produk pangan. Keamanan adalah kondisi dan
upaya yang diperlukan mencegah pangan dari
kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda
lain yang dapat mengganggu, merugikan dan
membahayakan kesehatan manusia.53
3. Bagi Dinas Kesehatan hambatannya produk yang tidak
didaftarkan sama sekali akan tidak bisa dipantau industri rumah
tangganya, karena industri rumah tangga di Kota Bengkulu
sangat banyak dan produk makanan yang di produksi hampir
sama satu dengan lainnya. Apabila di temukan pada saat
53 Pasal 1 ayat (7) Peraturan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi
Pangan
51
pemeriksaan di lapangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan,
BPOM atau DISPERINDAG maka bisa diketahui produk
makanan yang mana tidak memiliki izin label P-IRT. Perlunya
pendaftaran tersebut ke Dinas Kesehatan sebagai bentuk
perlindungan serta tindak lanjut untuk pemeriksaan secara
menyeluruh untuk produk hasil produksi industri rumah tangga
tersebut.
Berdasarkan penelitian di lapangan, ketentuan Pasal 8 ayat (1)
huruf (i) Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak dijalankan oleh
beberapa pelaku usaha P-IRT. Dari hasil observasi dilapangan, ditemukan
beberapa produksi industri rumah tangga yang tanpa izin masih beredar di
pasaran yang tidak ada label atau penjelasan yang memuat nama barang,
ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal
pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha. Dari hasil
observasi di lapangan bahwa hanya 1 produk makanan industri rumah
tangga yang berhasil ditemukan oleh pihak Dinas kesehatan dan Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga di ambil tindakan
peneguran pihak pelaku usaha dan penarikan produk makanan tersebut.
Namun pada nyatanya di beberapa kelurahan yang ada di Kota Bengkulu
masih terdapat beberapa lagi produk makanan industri rumah tangga yang
tidak memiliki izin edar dan label P-IRT di beberapa Kecamatan tersebut.
Hal ini mengindikasikan bahwa Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan perlu
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diterapkan secara serius agar konsumen dapat terlindungi dari produk atau
jasa yang dilarang untuk diproduksi atau diperdagangkan oleh pelaku
usaha.
Hal tersebut diatas yang menjadi acuan bagi Badan Pengawasan
Obat dan Makanan serta Dinas Kesehatan, serta instansi terkait dalam
mengawasi peredaran makanan yang tanpa izin edar label P-IRT guna
melindungi konsumen. Pentingnya untuk diperhatikan karena berbagai
macam makanan yang diproduksi, yang secara langsung dikonsumsi oleh
masyarakat, apabila tidak menjamin kesehatan dari produk makanan
tersebut akan menimbulkan gangguan kesehatan bagi konsumen.
Pengawasan terhadap pelaku usaha pada gilirannya memastikan
terpenuhinya atau terselenggaranya hak dan kewajiban para pihak. Oleh
karena itu, pengawasan merupakan unsur yang penting dalam hal
terlaksananya perlindungan konsumen. Dalam penelitian ini, produsen-
pelaku usaha selalu diawasi setiap tahunnya supaya pelaku usaha bertindak
sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga produsen-pelaku usaha benar-
benar memenuhi kewajibannya. Pengawasan diperlukan mengingat bahwa
kecenderungan untuk melakukan kewajiban dipandang ada pada setiap
orang. Ada kalanya kesempatan menjadikan orang untuk tidak memenuhi
kewajibannya. Oleh karena itu pengawasan merupakan tindakan untuk
menghilangkan atau mempersempit kesempatan atau kemungkinan
terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Inilah
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yang disebut dengan pengawasan preventif, dengan mempertinggi
kepatuhan pada peraturan hukum.
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BAB IV
PERANAN DINAS KESEHATAN TERHADAP KERUGIAN YANG
TIMBUL PADA KONSUMEN AKIBAT PRODUK INDUSTRI
RUMAH TANGGA TANPA IZIN DINAS KESEHATAN DAN BPOM
A. Peran Dinas Kesehatan Di Kota Bengkulu Terhadap Pencegahan
Kerugian Yang Di Alami Konsumen
Pemberian tanda atau label P-IRT dimaksudkan agar konsumen
mendapat informasi yang benar tentang produk, karena putusan pilihan
konsumen yang benar mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan sangat
tergantung pada kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang
disediakan oleh pihak-pihak kalangan usaha bersangkutan.54
Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa perlindungan
konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
Pada Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap makanan dan
minuman yang dikemas wajiblah diberi tanda atau label yang
berisi:
a. Bahan yang dipakai;
b. Komposisi setiap bahan;
c. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa;
d. Ketentuan lainnya;
Penting dan diharuskannya hal tersebut sebagai jaminan kepada
konsumen atas produk makanan yang akan dikonsumsi, dan itu merupakan
tanggung jawab dari Dinas Kesehatan dan BPOM serta Dinas atau Instansi
yang lain untuk melakukan pemeriksaan rutin sebagai bentuk untuk
melindungi konsumen.
54 Az. Nasution, Konsumen dan Hukum, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm.39
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Dinas Kesehatan melakukan pengawasan label pangan produk
industri rumah tangga 3-4 kali dalam 1 tahun, seperti pada waktu
menjelang hari-hari besar keagamaan (Idul Fitri, Natal, Tahun Baru),
pengawasan dilakukan melalui operasi ke pasar-pasar tradisional, toko,
mini market dan penjual pangan jajanan di sekolah. Pengawasan yang
dilaksanakan tidak hanya dari Dinas Kesehatan, tapi setiap tahun akan ada
gabungan pengawasan langsung ke lapangan yang dilaksanakan oleh
Dinas Kesehatan, BPOM, atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan produk makanan
tanpa label P-IRT dan masih belum memenuhi persyaratan label sebagai
sumber informasi bagi masyarakat sebagai konsumen karena produk
pangan industri rumah tangga di Kota Bengkulu, label produk pangan
yang tidak memenuhi persyaratan termasuk label tidak menggunakan masa
kadaluarsa, umur simpan atau waktu kadaluarsa merupakan suatu rentang
waktu yang menyatakan bahwa produk masih dalam keadaan aman
dikonsumsi tetap memenuhi sifat sensoris, kimia, fisik dan mikrobiologis
sesuai dengan pernyataan nilai gizi yang tercantum pada label. Sedangkan
alamat produksi dalam label penting digunakan untuk memudahkan
pengawasan produk pangan industri rumah tangga di Kota Bengkulu
karena dengan adanya alamat produksinya Dinas Kesehatan, BPOM, atau
DISPERINDAG Kota Bengkulu mudah untuk melacak lokasi produk
tersebut apabila hasil produksinya tidak sesuai dengan ketentuan yang
telah diatur.
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Dinas Kesehatan, BPOM dan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, bersama-sama melaksanakan pengawasan, dan memiliki
peran masing-masing. Dinas Kesehatan hanya sebatas memberikan surat
peringatan serta pembinaan kepada para pelaku usaha industri rumah
tangga dan tindak lanjut dari para pelaku yang tidak mengikuti aturan
adalah dengan penarikan produk dari pasaran dan penutupan sementara
tempat usaha yang wewenangnya dimiliki oleh BPOM bersama-sama
dengan pihak yang berwajib. Kebijakan pemeriksaan terhadap industri
rumah tangga yang melanggar aturan adalah untuk yang terdaftar, untuk
yang tidak terdaftar di beberapa Kelurahan yang ada di Kota Bengkulu
hasil  penelitian tidak di tindak lanjut dan tidak ada pemeriksaan terhadap
izin edar dan juga kualitas dan kesehatan kandungan produk makanan
tersebut.
Perlunya suatu produk dilengkapi dengan informasi, agar
konsumen dapat mengetahui kegunaan dan dari bahan-bahan apa produk
tersebut dibuat. Pemberian informasi tentang produk dapat dilaksanakan
oleh pedagang produk makanan kemasan dengan cara memberikan
informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan. Salah satu
pengawasan yang dilakukan oleh BPOM sehubungan dengan pelaksanaan
perlindungan konsumen adalah dengan menerapkan ketentuan
administratif bagi pedagang yang melanggar ketentuan perundang-
undangan, tindakan tersebut berupa peringatan kepada pelaku usaha yang
bersangkutan, dan tindakan-tindakan lain seperti yang disebutkan
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sebelumnya. Tindakan administratif yang dilakukan oleh BPOM,
hendaklah dilakukan bersifat positif, artinya setiap perilaku hendaklah
diberi imbalan sesuai dengan perilaku itu sendiri, tanpa menimbulkan
kerugian pada konsumen. Banyak pedagang yang menyatakan mendapat
pengawasan dari pihak pemerintah menandakan bahwa perlindungan
konsumen yang dilaksanakan oleh pedagang belumlah sepenuhnya
dilaksanakan dengan baik atau dalam arti lain pedagang melaksanakan
perlindungan konsumen bisa jadi karena selalu merasa diawasi. Seperti
diketahui melindungi konsumen dari berbagai dampak negatif
pengkonsumsian barang atau makanan kemasan yang tanpa label izin P-
IRT pada khususnya adalah merupakan salah satu tujuan diundangkannya
Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan Undang-undang Nomor
23 Tahun 1992, akan tetapi sebagaimana diuraikan diatas, tanpa adanya
pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat,
perlindungan konsumen selalu menjadi bagian yang sulit untuk
dilaksanakan.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kesadaran masyarakat
sebagai konsumen karena selama ini belum ada laporan dari masyarakat
yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mengenai kerugian
akibat mengkonsumsi pangan industri rumah tangga yang mengandung
bahan kimia berbahaya, hal tersebut penting karena hak dan kewajiban
antara pelaku usaha dan konsumen saling berhubungan timbal balik.
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Pasal 19 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang perlindungan konsumen menyatakan bahwa yaitu
pelaku usaha bertanggung jawab dalam hal memberikan
ganti kerugian kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian
konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang
dihasilkan atau diperdagangkan.
Ganti kerugian yang dimaksud merupakan pengembalian uang atau
penggantian barang dan atau jasa yang sejenis dan setara nilainya,
perawatan kesehatan, pemberian santunan sesuai dengan kerugian
konsumen.
B. Upaya Yang Dilakukan Oleh Dinas Kesehatan Dalam Perlindungan
Konsumen Akibat Produk Industri Rumah Tangga Tanpa Izin Edar
Di Kota Bengkulu
Pangan industri rumah tangga (P-IRT) merupakan salah satu
industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk
ditumbuh kembangkan sebagai dampak dari bertambahnya pertumbuhan
penduduk, artinya kualitas hidup masyarakatnya telah meningkat dengan
terbukanya lapangan pekerjaan. Dinas Kesehatan melihat hal tersebut yang
semakin pesat berkembang, maka meningkatkan pengawasan terhadap
para pelaku industri rumah tangga. Tetapi karena lemahnya kedudukan
konsumen disebabkan oleh tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran
konsumen terhadap hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen.
Konsumen dituntut untuk menjadi konsumen yang cerdar dalam
menentukan pilihannya terhadap produk pangan, sehingga kerugian yang
dialami oleh konsumen diperkecil. Di dalam Undang-undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa makanan dan minuman
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hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 43 : Mutu dan gizi pangan mengamanatkan pangan
olahan yang diproduksi oleh industri rumah tanngga wajib
memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota
dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT.55
Pemberian sertifikat bagi industri rumah tangga tersebut
dimaksudkan agar produk pangan yang diedarkan di masyarakat luas
mempunyai standar mutu, keamanan agar makanan tersebut aman untuk
dikonsumsi. Pengawasan terhadap produk yang berkaitan langsung dengan
kesehatan manusia, baik yang berupa makanan/minuman mauppun sediaan
farmasi dilakukan dengan berbagai tahap, baik mengenai bahan, cara
produksi, lingkungan produksi, pengangkutan, dan lain-lain, sehingga
apabila berbagai ketentuan tersebut dilaksanakan dengan baik makan
konsumen akan terlindungi. Pengawasan yang demikian itu sangat penting
bagi konsumen, karena persyaratan keamanan minimal menurut
pandangan konsumen (khususnya dinegara maju) adalah menyangkut
masalah kesehatan yang terdiri dari sanitasi bahan baku dan proses
pengolahan, pencemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya,
bahan tambahan, dan lain-lain.56
55 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan
56 Ramlan Zoebir, Penerapan ketentuan standardisasi produk dalam hubungannya dengan
sistem jaminan mutu, Makalah. Diakses pada 1 Juni 2019
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Sebagai tindak lanjut dari perlindungan terhadap masyarakat selaku
konsumen dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti masalah pada
kesehatan akibat dari mengkonsumsi makanan hasil produksi industri
rumah tangga yang tanpa izin edar dan label P-IRT, Dinas Kesehatan dan
Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) diberi wewenang untuk
mengambil tindakan administratif yang terdapat pada:
Pasal 102 ayat (3) Undang-undang Pangan yang berupa:
a. Denda;
b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau
peredaran;
c. Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;
d. Ganti rugi; dan/atau
e. Pancabutan izin
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan :
Pasal 47 ayat (2):
1. Memberi peringatan secara tertulis;
2. Larangan mengedarkan produk pangan tersebut untuk
sementara waktu dan/atau perintah untuk menarik
produk pangan dari peredaran jika pangan sudah
diedarkan;
3. Pemusnahan pangan, jika terbukti membahayakan
kesehatan dan jiwa manusia;
4. Penghentian produksi untuk sementara waktu;
5. Pengenaan denda paling tinggi sebesar Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
6. Pencabutan izin produksi, izin usaha, persetujuan
pendaftaran, atau sertifikat produksi pangan industri
rumah tangga.
Berperan dalam proses awal pendaftaran dan pemeriksaan produk
makanan baik kandungan hingga tempat proses pembuatannya, Dinas
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Kesehatan melipat gandakan proses yang berlangsung sesuai dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, bagi para pelaku
industri rumah tangga diharuskan mengikuti pelatihan bagaimana dalam
menjalankan industri rumah tangga yang memperhatikan penggunaan
bahan-bahan makanan, proses pembuatan hingga mewajibkan
mencantumkan label izin edar P-IRT. Upaya yang terus dilakukan oleh
Dinas Kesehatan Kota Bengkulu untuk semakin meningkatkan
perlindungan bagi konsumen terbagi menjadi beberapa antara lain:
1. Sosialisasi
Dinas kesehatan bertindak sebagai pengayom
masyarakat dan juga sebagai pengawas dan pembina bersama-
sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
untuk meningkatkan kemajuan industri dan perekonomian
masyarakat dan negara. Bentuk perlindungan konsumen yang
diberikan adalah dengan mengeluarkan Undang-undang,
Peraturan-peraturan pemerintah, atau Penerbitan Standar Mutu
Barang. Sebagai bentuk penegakan hukum perlindungan
konsumen, khususnya dalam peredaran produk makanan hasil
industri rumah tangga dengan sosialisasi yang dilakukan secara
terus-menerus keseluruh lapisan masyarakat baik sebagai
konsumen ataupun sebagai pelaku usaha industri rumah tangga
itu sendiri.
62
Menurut Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Perlindungan
Konsumen, pengawasan terhadap penyelenggaraan
perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan
peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh:
a. Pemerintah
b. Masyarakat
c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat
Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) bahwa yang
berwenang dalam melakukan pengawasan adalah pemerintah.
Dalam praktiknya, tugas pembinaan dilakukan oleh Dinas
Kesehatan sedangkan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM).57
2. Pelatihan
Pelaksanaan perlindungan bagi konsumen, Dinas
Kesehatan Kota Bengkulu dalam proses mendapatkan izin edar
dan label P-IRT mewajibkan bagi para pelaku industri rumah
tangga mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Dinas
Kesehatan Kota Bengkulu setiap 3 bulan. Pelatihan ini
bertujuan agar para pelaku industri rumah tangga memahami
dan menerapkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam
memproduksi makanan industri rumah tangga. Pada akhir
pelatihan para peserta yang ingin mengurus izin edar dan P-
IRT akan diberikan sertifikat sebagai salah satu syarat dalam
pendaftaran P-IRT di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Untuk
tahun 2019 ini sudah ada ±150 nomor yang mengikuti
57 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
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pelatihan untuk mengurus izin edar dan label P-IRT di Kota
Bengkulu.58
3. Pemeriksaan langsung ke industri rumah tangga
Pada Pasal 8 ayat (1) mengatur tentang larangan
pelaku usaha tidak memenuhi atau tidak standar
yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan
perundan-undangan. Dalam hal keamanan pangan
yang dapat dilihat dari sampel pangan yang diuji
menunjukkan bahwa pelaku usaha melakukan
perbuatan melawan hukum.59
Dinas Kesehatan melakukan pengawasan label pangan
produk industri rumah tangga 3-4 kali dalam 1 tahun. Proses
yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Bengkulu
mengikuti aturan tersebut, dari segi pemeriksaan kandungan
bahan dalam makanan, kebersihan alat-alat produksi,
kebersihan ruang dan lingkungan produksi, seperti penyediaan
kotak sampah. Hal tersebut dilakukan setiap minggu selama 3
kali untuk menjamin keamanan pangan yang diproduksi
dengan mengeluarkan LHP (Lembar Hasil Pemeriksaan) oleh
Dinas Kesehatan untuk diproses di DPM-PTSP sebagai
perizinan edar makanan tersebut.60
Hasil dari pelatihan disertai pemberian sertifikat dan langsung di
bimbing oleh petugas-petugas dari Dinas Kesehatan untuk diterapkan dan
58 Wawancara dengan Kepala Bidang Kefarmasian, Alkes, dan P-IRT Dinas Kesehatan
Kota Bengkulu, Ibu Elensa,SKM, Selasa 21 Mei 2019 Pukul 08.15 WIB, Di Kantor Dinas
Kesehatan Kota Bengkulu.
59 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
60 Wawancara dengan Kepala Bidang Kefarmasian, Alkes, dan P-IRT Dinas Kesehatan
Kota Bengkulu, Ibu Elensa,SKM, Selasa 21 Mei 2019 Pukul 08.15 WIB, Di Kantor Dinas
Kesehatan Kota Bengkulu
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dijalankan oleh para pelaku industri rumah tangga. Dengan persyaratan
yang telah dipenuhi dan telah mengikuti pelatihan merupakan peran Dinas
Kesehatan untuk semakin memperketat perlindungan kesehatan konsumen
atas makanan-makanan yang diproduksi oleh industri rumah tangga yang
ada di Kota Bengkulu.
Pelaksanaan pembinaan, pemeriksaan hingga penarikan barang dari
pasaran, tentu Dinas Kesehatan atau Badan pengawas obat dan makanan
(BPOM) melaksanakannya sesuai dengan kewenangan yang dilengkapi
dengan surat perintah serta laporan dari masyarakat selaku konsumen.
Pentingnya surat perintah dan kewenangan yang diatur oleh Peraturan
perundang-undang yang berlaku dan peraturan dari pemerintah daerah
untuk menghindari timbulnya pemeriksaan yang sewenang-wenang atau
pemeriksaan oleh pihak yang tidak berwenang.61
Sudah seharusnya demikian pelaku usaha bertingkah laku
sepantasnya dalam memproduksi dan mengedarkan produknya. Dalam
pembinaan terkandung unsur bantuan, yaitu membantu pelaku usaha
sedapat mungkin memenuhi kewajibannya melalui ketangguhan dalam
berusaha sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan tumbuhnya
hubungan yang sehat antara produsen-pelaku usaha dan konsumen.
Kemudian, melalui pengawasan dapat dicapai tingkat kualitas sumber daya
manusia yang memadai sebagai pelaksana kegiatan usaha, sedangkan
61 Wawancara dengan Kepala Bidang Kefarmasian, Alkes, dan P-IRT Dinas Kesehatan
Kota Bengkulu, Ibu Elensa,SKM, Selasa 21 Mei 2019 Pukul 08.15 WIB, Di Kantor Dinas
Kesehatan Kota Bengkulu
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pengawasan konsumen melalui pembinaan diarahkan untuk meningkatkan
sumber daya konsumen sehingga mempunyai kesadaran yang kuat atas
hak-haknya, mau berkonsumsi secara sehat dan rasional.
Sebagai bentuk dari perlindungan konsumen, kewajiban
administratif yang harus dipenuhi oleh pedagang produk makanan
kemasan tersebut, tentulah ada hubungannya dengan perlindungan
konsumen-konsumen, antara lain terjaminnya alamat bagi konsumen untuk
mengajukan gugatan atau klaim kerugian. Oleh karena itu sebuah produk
makanan kemasan yang di perjualbelikan wajib di daftarkan oleh
pedagang, agar dapat diketahui oleh umum bahwa produk tersebut telah
terdaftar di Direktorat pengawasan obat dan makanan, Dinas Kesehatan,
dan DPM-PTSP/Perizinan. Pedagang juga wajib mencantumkan tanggal,
bulan dan tahun produksi, alamat industri rumah tangga, nomor telpon
yang bisa dihubungi, komposisi bahan dan label izin P-IRT produk
tersebut pada kemasan.
Para pelaku usaha industri rumah tangga di Kota Bengkulu secara
menyeluruh sudah sangat mematuhi aturan yang berlaku. Penjelasan dari
wawancara oleh Kepala Bidang Kefarmasian, Alkes, dan P-IRT bahwa
bila para produsen-pelaku usaha tidak mengikuti aturan dan sanksi
administratif juga tidak memberikan efek jera maka dapat diberikan sanksi
pidana sesuai yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang
melanggar ketentuan Undang-undang tersebut akan dikenai sanksi pidana
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berupa pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak
2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Semua hal tersebut ada peran ikut
serta pihak kepolisian bersama-sama dengan Dinas Kesehatan dan Badan
Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk menindak lanjuti
permasalahan yang meresahkan masyarakat akibat sikap yang tidak
bertanggung jawab para pelaku usaha dalam mengedarkan produksi
makanannya. Melalui pengawasan diharapkan pula pemenuhan upaya
perlindungan terhadap konsumen dapat terjamin dan sebaliknya






Dari pembahasan, pengamatan, serta penelitian maka dapatlah disimpulkan
sebagai berikut :
a. Pelaksanaan Perlindungan Konsumen oleh Dinas Kesehatan di Kota
Bengkulu yakni dengan mengikuti semua aturan yang telah ada baik dari
Undang-undang maupun peraturan menteri yang mana semestinya produk
hasil produksi industri rumah tangga harus memenuhi izin edar dan
mencantumkan label produksi industri rumah tangga sehingga saat
pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan bagi yang tidak mendaftarkan maka di
berikan surat peringatan dan bagi produsen yang tidak mentaati maka
produk makanan yang dihasilkan tidak boleh diedarkan di pasaran. Dalam
pelaksanaan tersebut tidak lepas dari faktor penghambat baik dari
konsumen yang kurang mendapat informasi mengenai produk makanan
dengan label P-IRT, bagi pelaku usaha proses yang harus dijalankan untuk
memperoleh izin dan menerima label P-IRT tersebut sangat panjang dan
rumit sehingga pelaku usaha mengabaikan hal tersebut, serta bagi Dinas
Kesehatan terhambatnya untuk mendata semua produk yang beredar di
pasaran karena bukan hanya makanan yang di produksi di Kota Bengkulu
tetapi banyak pula makanan yang di produksi di daerah lain yang
dikirimkan ke pasaran di Kota Bengkulu. Dengan adanya penghambat
tersebut menimbulkan kesulitan dalam melindungi konsumen yang ada di
Kota Bengkulu.
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b. Dari hasil wawancara di Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan bahwa kedua Dinas tersebut hanya melakukan pengecekan
pada waktu-waktu tertentu, dan tidak secara menyeluruh. Setelah
melaksanaan pemeriksaan langsung ke lapangan dapat diketahui produk
makanan yang tidak memiliki izin edar dan label P-IRT, untuk
meminimalisasikan hal tersebut Dinas Kesehatan sesuai dengan Peraturan
Menteri Kesehatan melindungi konsumen dengan mensosialisasikan
kepada masyarakat selaku konsumen yang masih kurangnya pengetahuan
tentang hukum perlindungan konsumen, mengadakan pelatihan bagi para
pelaku industri rumah tangga yang akan mendaftarkan izin P-IRT serta
pemeriksaan secara rutin ke pasar, warung-warung serta toko-toko yang
ada di wilayah Kota Bengkulu sebagai jaminan bagi seluruh konsumen.
B. Saran
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran yang dapat penulis berikan yaitu
:
1. Pemerintah terkait adalah Dinas Kesehatan, BPOM dan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Bengkulu untuk menerapkan secara
terpadu sistem jaminan mutu dan keamanan pangan sejak pra produksi,
selama proses produksi sampai konsumen baik dalam pembinaan maupun
pengawasan. Meningkatkan sosialisasi bahwa proses pendaftaran untuk
mendapatkan izin edar dan label P-IRT tidak susah, izin edar dan label P-
IRT itu dimaksudkan untuk keamanan dan kenyamanan baik pihak
produsen, konsumen dan pemerintah itu sendiri. Meningkatkan mutu dan
keamanan pangan melalui penelitian dan pengembangan, pengembangan
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peraturan perundang-undangan serta kelembagaan. Serta menindak tegas
jika ditemukan produk tanpa label P-IRT dan izin edar sesuai dengan
Peraturan Pemerintah.
2. Kepada masyarakat sebagai konsumen harus lebih memperhatikan dan
paham tentang pengetahuan mengenai izin P-IRT produk makanan industri
rumah tangga yang akan dikonsumsi guna melindungi diri sendiri,
keluarga dan orang lain. Serta bagi produsen hendaklah menaati aturan
yang berlaku dan tidak menggunakan cara-cara yang dilarang oleh hukum
dalam memasarkan produk dagangannya.
3. Kepada pihak-pihak penegak hukum hendaklah meningkatkan pengawasan
bersama-sama dengan Dinas Kesehatan, BPOM, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan terhadap para pelaku industru rumah tangga supaya
konsumen dalam membeli makan kemasan dapat terlindungi dari para
pelaku usaha yang masih memperjualbelikan makanan yang tanpa izin
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